























































































awalnyasering dipicu oleh rasa ketidakpuasanmerekaterhadap
regulasiperusahaan.Dalamhal ini upah menjadisalahsatufaktor
determinanyangmenyebabkanterjadinyakonflik di atas.Orientasi
untukmemaksimalisasilabaseringkalidiwujudkandenganmenekan




Hubungan konfliktual antaraburuh dan pengusahapada
hakekatnyamerupakanpotensiyangsiapmeneuatkapansaja.Untuk
mengeliminiragarkonflik tidak muneulke permukaan,diperlukan
kebijakandari manajemenperusahaandi dalam mengakomodasi
k~.pentingan-kepentinganburuh. Prinsip harmoni tidak harus
dllntepretasikansebagaiupayauntuk meredamkonflik, namunia
ha~s.dikonotasikansebagaimuaraakhirdari berbagaikonflik yang































































































































































tersebutcenderungmenafikanpermasalahanlain yang lebih besar
yaknijumlahpengangguranyangkianmeningkat.Kesempatankerja
padaakhil"nyamenjadisesuatuyanglangkakarenasetiapperusahaan
dipastikan akan melakukan penghematan berbagai anggaran












10 persenkenaikan upah minimum mempunyaiasosiasidengan
pengurangankesempatankerja1,1persen,(3)kenaikanupah mini-




Pada level makro, kebijakan penetapanupah minimum
dikhawatirkan akan membuatinvestorasing melakukanrelokasi
modalnya di Indonesia. Jika pada masa lalu, Indonesia bisa
menawarkanjaminankeamanandanupahmurahsebagaidayatarik






juga memiliki implikasi bagi pengusahamaupun buruh sendiri.
Kenaikanupahtakpelaktelahmenjadikanposisipengusahamenjadi
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sulitdandilematis.Di satupihak,diadituntutuntukmematuhiregulasi
























tetapi merekajuga tidak akan mendapatkankeuntungan yang
didapatnyadi pabrik,sepertijaminankesehatan,cuti haid,ataucuti
melahirkan.Sistemputtingout ini pada hakekatnyatidak dapat
diberIakukanuntuksemuajenisindustrikarenakontrolakanlebihsulit.












bulan Januari ini pemerintahsudahmenaikkanTarif OasarListrik
(TOt) sebesar6%dankenaikanhargaBBM.KenaikanTOL danBBM
tersebut,tentunyaseearaotomatisakan disusul dengankenaikan
barang-baran.g kebutuhan pokok masyarakat. Singkat kata,
kesejahteraanburuh tidak akanmeningkatketikakebijakanyang
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berbagaikota di Indonesia,makasangatsulit kiranyauntuk
menetapkanhasilnominaluangyangsetaradengankebutuhanhidup
minimum.Solusi yang ditawarkan dapat ditempuhdengan
menghitungkembaliupahminimumregionalmelaluipenggunaan
standarkaloriyanglebihtepat,misalnyantara2100-2250kaloriper






































berimplikasi pada melonjaknyaharga-hargaproduksi perlu
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diminimalkan dengan cara menghapuspungutan-pungutanliar
(pungli),menertibkanpungutanretribusiyangdikeluarkanolehdaerah
danmeninjaukembalipungutanpajakpertambahanilai (PPN).
Selamabiaya atau pungutan tak resmi belum diberantas



















Berhubungandengan itu, diperlukan adanya sebuahreformasi
struktural, sehingga menempatkanorang-orang profesional di
bidangnyapadalembaga-lembagadi atasmerupakantuntutanyang
harussegeradirealisasikan.
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dalamrangkamewujudkansuatucollectivebargaining,sehinggadapat
mengantisipasiperkembanganyangterjadi.
Selainhal di atas,perlu jugasegeradibuatketentuanhukum
yangmengaturtentangsanksi-sanksibagiperusahaanyangmelanggar




buruh perlu dikaji ulang. Hal ini misalnya dapat dilihat pada
pelaksanaanSK Menteri Tenaga Kerja No. 150tahun 2000yang
memberikan kompensasi sarna bagi pekerja yang melakukan
pelanggaranberatterhadapkesepakankerja(bahkanmelakukantindak
kriminal)denganpekerja-pekerjayangharusmenerimapemutusan




























benar-benar tidak mampu melaksanakanUMP sesuai dengan
ketentuanpemerintah,bisajadi apabilaantaraburuhdanperusahaan




Aspek-aspek di atas, diharapkan dapat menjadi acuan
pengembangankebijakanUMP yangakomodatif.Kebijakansemacam
ini sangaturgendi dalammeminimalisirkontroversipenetapanupah





melihatpada pengeluaranmereka.Para buruh di kota-kotabesar
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